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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BALIKPAPAN
				NOMOR :           

TENTANG

REVISI KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BALIKPAPAN NOMOR 821.2/357/SK/SEKRE/V/2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016 

KEPALA DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA BALIKPAPAN

Menimbang	:	a.	bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Balikpapan  Tahun 2011-2016 yang termuat dalam Renstra DPKP Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan pada setiap tahun perencanaannya;

		b.	bahwa dalam rangka ketajaman dan ketepatan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPKP Kota Balikpapan yang ada, maka perlu dilakukan revisi terhadap sasaran stretegis  atau IKU DPKP Kota Balikpapan dimaksud.

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang  (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
		2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
		3.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
		4.	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);











		5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  125, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang   Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  59, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4844);
		6.	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		7.	Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
		8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
		9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
		10.	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
		11.	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan tanggal 27 Oktober 2008;
		12.	Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan tanggal 27 Mei 2009;

Memperhatikan		:1.	Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
		2.	Peraturan Walikota Balikpapan Nomor … Tahun 2015 tentang tentang Revisi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 17 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.





MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Balikpapan Tahun 2015-2016.

Pasal 1

(1)	Revisi Indikator Kinerja Utama Rencana Stategis (Renstra) DPKP Kota Balikpapan Tahun 2015-2016 adalah bagian dari dokumen perencanaan strategis DPKP Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2015-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
(2)	Revisi Indikator Kinerja Utama DPKP Kota Balikpapan Tahun 2015-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
Pasal 2
DPKP Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Revisi Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2015-2016 yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor :       Tahun 2015.
Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal  :  11 Februari 2015
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